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BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR  8  TAHUN 2024 

TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2045 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045; 

   

Mengingat     :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
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Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019         

Nomor 157); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomo 8 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2011 Nomor 8); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GRESIK 

dan 

BUPATI GRESIK 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 

2025-2045. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. 

3. Bupati adalah Bupati Gresik. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 

(dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai 

dengan Tahun 2045. 
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5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan Bupati. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar 

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun 

rencana pembangunan Daerah. 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan sampai akhir periode perencanaan. 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

 
 

 

Pasal 2 

(1) RPJPD merupakan rencana 20 (dua puluh) tahun yang 

menggambarkan:  

a. visi dan misi pembangunan; 

b. arah kebijakan pembangunan; dan 

c. sasaran pokok pembangunan. 

(2) RPJPD disusun dengan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur,  dan 

berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. 

(3) RPJPD menjadi pedoman bagi: 

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD; 

b. penyusunan dokumen perencanaan sektoral. 
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(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 

Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, 

arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan 

Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas 

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun. 

(5) Penyusunan program Perangkat Daerah dan lintas 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus didasarkan pada kajian urgensitas yang menjadi 

kebutuhan masyarakat Daerah dan/atau kebutuhan 

pembangunan Daerah. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA 

 

Pasal 3 

(1) Sistematika RPJPD terdiri atas:  

a. BAB I  : PENDAHULUAN 

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH 

e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN 

POKOK 

f. BAB VI :  PENUTUP 

(2) Isi dan uraian sistematika RPJPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Pasal 4 

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan RPJPD.  

(2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1), Bupati berwenang: 

a. memberikan penghargaan terhadap kepala Perangkat 

Daerah yang memenuhi sasaran pokok dan indikator 

utama pembangunan Daerah; dan/atau 
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b. mengenakan sanksi terhadap kepala Perangkat 

Daerah yang tidak memenuhi sasaran pokok dan 

indikator utama pembangunan Daerah. 

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

(4) Tata cara pemberian penghargaan dan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

 
  

 

Pasal 5 

(1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan dalam hal: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan 

tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan;  

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa 

substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara 

lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, 

krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan 

keamanan, pemekaran daerah atau perubahan 

kebijakan nasional. 

(2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada              

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 

b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku 

RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. 

 

Pasal 6 

RPJPD dijadikan dasar laporan keterangan 

pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 sampai dengan 

Tahun 2045. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR   8  TAHUN 2024 

TENTANG  

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2045 

 

I. UMUM 

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian 

penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan 

pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban 

menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 

(dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Berdasarkan ketentuan 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, RPJPD Kabupaten Gresik 

Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2005-2025 akan berakhir, sehingga perlu segera 

menetapkan RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 dengan 

Peraturan Daerah. 

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan 

pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan 4 (empat) 

pendekatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan 

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yakni 

meliputi pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan 

politis, dan pendekatan perpaduan atas-bawah (top-down) dengan bawah-

atas (buttom-up). 

Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD 

menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan 

keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu 

kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan yang 

saling berkaitan. Pendekatan integratif, menyatukan beberapa 

kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam 

Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial, 

dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa 

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran 

pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun 

yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang 

wilayah. Sedangkan sistematika penyusunan RPJPD ini mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan 

penyusunan yang meliputi: tahapan persiapan penyusunan, penyusunan 

rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, 

perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan 

Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Ayat (1) 

             Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
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Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan kajian urgensitas adalah kajian 

mengenai kemanfaatan atas suatu program Perangkat 

Daerah dan program lintas Perangkat Daerah sesuai dengan 

kebutuhan dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat Daerah dan/atau kebutuhan dan/atau 

permasalahan dalam pembangunan Daerah. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Huruf a 

            Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi kepegawaian 

seperti pemotongan/penghentian tambahan penghasilan, 

mutasi, rotasi, dan/atau demosi. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 

NOMOR  8 
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